PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 2

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,

bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2
tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi
Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat perlu disesuaikan dengan
dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten
Pesisir Barat sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi
Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat;

Pasal 34 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



Menetapkan :

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor
23), sebagaimana telah " diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir. Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Tahun 2017 ‘Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI
KABUPATEN PESISIR BARAT.



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi
Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 6

Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis
kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan membawa
dokumen lengkap, sebagai berikut:

a. Surat permohonan bermaterai 10000/materai 6000 (2
buah) asli sesuai Blanko yang telah disiapkan oleh Dinas
Sosial ;

b. Melampirkan foto kopi KK dan foto kopi KTP warga yang
meninggal dunia;

c. Kartu Keluarga/KTP yang meninggal harus yang beralamat
di Kabupaten Pesisir Barat;

d. Melampirkan foto kopi KK/KTP Ahli Waris;

e. Akte Kematian dari Dinas. Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Barat;

f. Surat Keterangan. Kelahiran/Akte Kelahiran bagi yang
belum memiliki KTP;

g. Melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Katru
Indonesia Sehat bagi yang meninggal dunia bila ada;

h. Melampirkan foto kopi buku rekening ahli waris yang sesuai
dengan yang mengajukan santunan kematian;

i. Dana santunan kematian akan ditransfer melalui Nomor
Rekening Ahli Waris;

j- Surat kematian asli dari Pratin/Lurah diketahui Camat.

Permohonan Santunan Kematian dilakukan oleh Ahli
Waris/Aparat Pekon dan disampaikan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah meninggal dunia (< 3 bulan).

Dihapus.

Dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai
peraturan yang berlaku.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL
Diundangkan di Krui
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,
ttd

N. LINGGA KUSUMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 227

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ABETPATEN PESISIR BARAT,

NIP 19740526 200212 1 002



